Form F.01.00 L PN
: : OTORITAS
RINGKASAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF QIK =™

ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan - Desember 2025

Informasi Keterangan

Alamat : JI. DR Rajiman No 439, Bumi, Laweyan, Surakarta,
Jawa Tengah

Nomor Telepon : 0271-7472953

Penjelasan Umum : PT BPRS Central Syariah Utama menyadari

bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang
baik atau Good Corporate Governance (GCG)
merupakan suatu keharusan demi menjaga
kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka
panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan.
Penerapan Tata Kelola ditunjuk antara lain, untuk :
a. Mendukung Visi PT BPRS Central Syariah
Utama, untuk menjadi Bank Syariah yang sehat,
professional dan maslahah bagi umat. b.
Mendukung missi PT BPRS Central Syariah Utama
yaitu : Memberdayakan ekonomi umat dengan
menjunjung tinggi prinsip keadilan dan manfaat
untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara
berkelanjutan, Membangun budaya kerja
perbankan yang dilandasi oleh nilai nilai ibadah,
Memberikan solusi layanan keuangan universal
berbasis keragaman akad syariah yang amanah
dan mententramkan. c. Memberi manfaat nilai
tambah bagi pemegang saham. d.
Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan
usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka
panjang. e. Meningkatkan kepercayaan
masyarakat dan nasabah kepada PT BPRS
Central Syariah Utama. Penyusunan laporan Tata
Kelola (Good Corporate Governance) ini,
didasarkan pada prinsip- prinsip : a. Transparancy
(Transparansi), adalah prinsip keterbukaan dalam
mengemukakan informasi yang material dan
relevan serta keterbukaan dalam proses
pengambilan keputusan.b. Accountability
(Akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi dan
pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPRS. c.
Responsibility (Pertanggung jawaban), adalah
kesesuaian pengelolaan BPRS dengan ketentuan
peraturan perundang undangan. d. Professional
(Profesional), yaitu memiliki kompetensi, mampu
bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau
tekanan dari pihak manapun (independen). e.
Fairness (Kewajaran), yaitu keadilan dan
kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku
Kepentingan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) : 2
Tata Kelola
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Form F.01.00 L PN
: : OTORITAS
RINGKASAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF QIK =™

ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Laporan Tata Kelola PT. BPRS Central Syariah

Assessment) Tata Kelola Utama Tahun 2025 dibuat sesuai dengan Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola
bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPRS
Central yariah Utama memperoleh Nilai Komposit
2 (baik) yang artinya memiliki penerapan Tata
Kelola yang baik

Tanggal Cetak 30/04/2026 16.18.39 WIB Dicetak Oleh System 2 dari 2
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OTORITAS
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI 0’( |f<p|§?ﬁNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Jabatan Tugas dan Tanggung Jawab

MUKHLIS MH KARIM Direktur Utama a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS.
b. Mengelola BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPRS dan peraturan
perundang-undangan. c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap
kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. d.
Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: 1) Fungsi audit
intern, 2)Fungsi manajemen risiko, dan 3) Fungsi kepatuhan e.
Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau
pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern
BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas
Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. f. Memastikan terpenuhinya
jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan
adanya : 1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau
unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan
penunjang operasional, dan 2) Penunjukan pejabat yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap
unit kerja lain. g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. h. Mengungkapkan
kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian
kepada pegawai. i. Menyediakan data dan informasi yang akurat,
relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Tertuang pada Surat Keputusan Nomor .SK-044/DIR/BPRS-CSU/I/2020 tentang Pedoman Tata Tertib Kinerja Direksi
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PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN 0’( |f<p|§?ﬁNGAN

KOMISARIS
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan . Desember 2025

INEINE] Jabatan Tugas dan Tanggung Jawab

DR H ACHMAD PURNOMO Komisaris Utama a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap
kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS. d. Dalam
melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b),
Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan
mengenai kegiatan operasional BPRS, kecuali terkait dengan: 1)
Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang
mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana (BMPD)
BPRS, dan 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan
perundang- undangan. e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti
temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPRS, auditor
ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa
Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. f. Memberitahukan kepada
Otoritas Jasa Keuangan: 1) Pelanggaran peraturan perundang-
undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan/atau. 2) Keadaan
atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan
usaha BPRS.

Rekomendasi Kepada Direksi

Tertuang pada Surat Keputusan Nomor .SK-043/DIR/BPRS-CSU/I/2020 tentang Pedoman Tata Tertib Kinerja Dewan
Komisaris
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OTORITAS
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DPS ( S

JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan . Desember 2025

Nama Jabatan Tugas dan Tanggung Jawab

YACOB SUPARNO Informasi Jabatan Tidak Ditemukan a. Memastikan terselenggaranya penerapan
Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha
BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi. b. Memberikan nasihat dan
saran kepada Direksi serta mengawasi

kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip
Syariah. c. Dalam melaksanakan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, Dewan Pengawas Syariah paling
sedikit meliputi: 1) mengevaluasi kebijakan
dan standar prosedur operasional BPRS
agas sesuai dengan Prinsip Syariah, 2)
mengawasi proses pengembangan produk
baru BPRS agar sesuai dengan fatwa
Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama
Indonesia 3) meminta fatwa kepada Dewan
Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia
untuk produk baru BPRS yang belum ada
fatwanya 4) melakukan evaluasi secara
berkala terhadap mekanisme
penghimpunan dana dan penyaluran dana
serta pelayanan jasa BPRS, dan 5)
meminta data dan informasi terkait dengan
aspek syariah dari satuan kerja di BPRS
untuk pelaksanaan tugasnya. d. Dalam
melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, Dewan Pengawas
Syariah wajib menyampaikan laporan hasil
pengawasan DPS setiap semester kepada
Otoritas Jasa Keuangan. e. Dalam
melakukan pengawasan, DPS wajib
mengarahkan, memantau, dan
mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola
Syariah pada BPR Syariah termasuk
penerapan manajemen risiko syariah,
kepatuhan syariah, dan audit intern syariah
secara terintegrasi serta kebijakan strategis
BPR Syariah yang terkait dengan
penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
anggaran dasar, dan atau keputusan RUPS.
f. DPS wajib melakukan pengawasan
terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan
audit atau pemeriksaan dan rekomendasi
dari satuan kerja atau Pejabat Eksekutif
yang melaksanakan fungsi audit intern BPR
Syariah, auditor ekstern, hasil pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan, dan atau hasil
pengawasan otoritas dan lembaga lain,
terkait penerapan Prinsip Syariah.
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PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DPS #(%?J?\NGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan . Desember 2025

Nama NELEIE] Tugas dan Tanggung Jawab

DR H RIAL FUADI S AG MAG Informasi Jabatan Tidak Ditemukan a. Memastikan terselenggaranya penerapan
Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha
BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi. b. Memberikan nasihat dan
saran kepada Direksi serta mengawasi

kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip
Syariah. c. Dalam melaksanakan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, Dewan Pengawas Syariah paling
sedikit meliputi: 1) mengevaluasi kebijakan
dan standar prosedur operasional BPRS
agas sesuai dengan Prinsip Syariah, 2)
mengawasi proses pengembangan produk
baru BPRS agar sesuai dengan fatwa
Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama
Indonesia 3) meminta fatwa kepada Dewan
Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia
untuk produk baru BPRS yang belum ada
fatwanya 4) melakukan evaluasi secara
berkala terhadap mekanisme
penghimpunan dana dan penyaluran dana
serta pelayanan jasa BPRS, dan 5)
meminta data dan informasi terkait dengan
aspek syariah dari satuan kerja di BPRS
untuk pelaksanaan tugasnya. d. Dalam
melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, Dewan Pengawas
Syariah wajib menyampaikan laporan hasil
pengawasan DPS setiap semester kepada
Otoritas Jasa Keuangan. e. Dalam
melakukan pengawasan, DPS wajib
mengarahkan, memantau, dan
mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola
Syariah pada BPR Syariah termasuk
penerapan manajemen risiko syariah,
kepatuhan syariah, dan audit intern syariah
secara terintegrasi serta kebijakan strategis
BPR Syariah yang terkait dengan
penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
anggaran dasar, dan atau keputusan RUPS.
f. DPS wajib melakukan pengawasan
terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan
audit atau pemeriksaan dan rekomendasi
dari satuan kerja atau Pejabat Eksekutif
yang melaksanakan fungsi audit intern BPR
Syariah, auditor ekstern, hasil pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan, dan atau hasil
pengawasan otoritas dan lembaga lain,
terkait penerapan Prinsip Syariah.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Tertuang pada Surat Keputusan Nomor.SK-013/DIR/BPRS-CSU/I/2020 tentang Pedoman Tata Tertib Kinerja Dewan Pengawas Syariah
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FORM F.02.04 | OTORITAS
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, PROGRAM KERJA DAN REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE m( |#<%?J?\NGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan . Desember 2025

Komite Tugas dan Tanggung Jawab Program Kerja Realisasi Jumlah Rapat

Footer

BPRS CSU belum mempunyai komite Audit maupun komite pemantau risiko

Tanggal Cetak 30/04/2026 16.18.41 WIB Dicetak Oleh System 1 dari 1



FORM F.02.05 Yl (| OTORITAS

STRUKTUR, KEANGGOTAAN, KEAHLIAN DAN INDEPEDENSI ANGGOTA KOMITE #(%?J?\NGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan . Desember 2025

. . Pihak Independen
Keahlian Komite (Ya/Tidak)

Audit Pemantau Remunerasi dan Komite Komite
Resiko Nominasi Manajemen Risiko Lainnya

Footer

BPRS CSU tidak mempunyai struktur, keanggotaan, keahlian dan Independensi anggota komite
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FORM F.03.01 NI & | OTORITAS
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS PADA BPR SYARIAH ( |f(p|§?JAANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan . Desember 2025

Nominal (Rp) Persentase Nominal (Rp) Persentaase Kepemilikan

Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya (%) Tahun

Anggota Direksi
MUKHLIS MH KARIM

Anggota Dewan Komisaris

DR H ACHMAD PURNOMO 2.747.000.000,00

24,50 2.747.000.000,00 24,50
RAHADI

Anggota DPS

DR H RIAL FUADI S AG MAG
YACOB SUPARNO

Tanggal Cetak 30/04/2026 16.18.42 WIB Dicetak Oleh System 1 dari 1
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OTORITAS
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, Oj( |msn
ANGGOTA DPS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR KEUANGAN
SYARIAH

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan . Desember 2025

" o
Nama Kelompok BPRS Persentase Persentaase Kepemilikan (%)

Kepemilikan (%) Tahun

DR H ACHMAD PURNOMO KELOMPOK USAHA BPR SYARIAH 24,50 24,50
DR H ACHMAD PURNOMO KELOMPOK USAHA BPR SYARIAH 24,50 24,50
DR H ACHMAD PURNOMO KELOMPOK USAHA BPR SYARIAH 24,50 24,50
LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KELOMPOK USAHA BPR SYARIAH 27,49 27,49
PEDESAAN

DR H ACHMAD PURNOMO KELOMPOK USAHA BPR SYARIAH 24,50 24,50
PROF DR DR HARIJONO KS SPKK KELOMPOK USAHA BPR SYARIAH 22,02 22,02
DR H HARUN ROSJID SP B MARS KELOMPOK USAHA BPR SYARIAH 14,99 14,99
IR AKBAR TANDJUNG KELOMPOK USAHA BPR SYARIAH 11,00 11,00
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FORM F.03.03 | OTORITAS
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN Oj( |f<'°é?fmcm
ANGGOTA DPS PADA PERUSAHAAN LAIN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan . Desember 2025

Sandi Bank Lain Nama Bank/Perusahan Lain Perse“‘aas(‘?%fepem"'ka”

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS tidak mempunyai saham pada perusahaan lain.
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OTORITAS
HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DPS DAN PEMEGANG Oj( |f<‘°é?}imm
SAHAM PADA BPR SYARIAH

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan . Desember 2025

Hubungan Keuangan

I. Anggota Direksi Il. Anggota Dewan Komisaris Ill. Anggota DPS IV. Pemegang Saham
Anggota Dewan Komisaris

DR H ACHMAD PURNOMO tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada
DR H ACHMAD PURNOMO tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada
YACOB SUPARNO tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada
DR H RIAL FUADI S AG MAG tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada
DR H ACHMAD PURNOMO tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada
LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada
PEDESAAN

DR H ACHMAD PURNOMO tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada
PROF DR DR HARIJONO KS SPKK tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada
DR H HARUN ROSJID SP B MARS tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada
IR AKBAR TANDJUNG tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada
Tanggal Cetak ~ 30/04/2026 16.18.44 WIB Dicetak Oleh  System 1 dari 1



FORM F.04.02 NI & | OTORITAS
HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DPS, DAN PEMEGANG Oj( |

KEUANGAN
SAHAM PADA BPR SYARIAH
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah _
Utama
Posisi Laporan . Desember 2025

Hubungan Keluarga

I. Anggota Direksi Il. Anggota Dewan Komisaris Ill. Anggota DPS IV. Pemegang Saham

Anggota Dewan Komisaris
DR H ACHMAD PURNOMO tidak ada

tidak ada tidak ada tidak ada

DR H ACHMAD PURNOMO tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada

e

YACOB SUPARNO tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada

DR H RIAL FUADI S AG MAG tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada

Tidak ada hubungan keluarga antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan Pemegang Saham pada PT BPRS Central Syariah Utama.

Tanggal Cetak 30/04/2026 16.18.44 WIB Dicetak Oleh System 1 dari 2



FORM F.04.02 " | OTORITAS
HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DPS, DAN PEMEGANG 0’( |f{’g?,‘;NGAN
SAHAM PADA BPR SYARIAH

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama

Posisi Laporan . Desember 2025

Tanggal Cetak 30/04/2026 16.18.44 WIB Dicetak Oleh System 2 dari 2



FORM F.05.01 Oj( | OTORITAS

RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPS JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan . Desember 2025
YACOB SUPARNO 620171 BPRS HIKMAH KHASANAH ANGGOTA DPS
DR H RIAL FUADI S AG MAG 620125 BPRS DANA AMANAH KETUA DPS

Tanggal Cetak 30/04/2026 16.18.45 WIB Dicetak Oleh System 1 dari 1



FORM F.06.00 P

KEBIJAKAN PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN, DAN FASILITAS BAGI ANGGOTA DIREKSI, Q.
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama

Posisi Laporan . Desember 2025

Jumlah (Rp)

Jenis Remunerasi

(Dalam 1 Tahun) Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Orang

Remunerasi
Gaji 295.043.855 132.975.000 81.100.000
Tunjangan 0 0 0
Tantiem 0 0 0
Bonus 0 0 0
Kompensasi Berbasis Saham 0 0 0
Remunerasi-Lainnya 38.625.000 8.745.000 5.350.000

Total Remunerasi 333.668.855 141.720.000 86.450.000

Perumahan 26.000.000 0 0
Transportasi 27.200.000 0 0
Kesehatan 1.965.000 0 0
Fasilitas Lain-Lainnya 0 0 0

55.165.000 0 0

Total Fasilitas Lain

Total Remunerasi dan Fasilitas Lain 388.833.855 141.720.000 86.450.000

Keterangan Footer

Tanggal Cetak 30/04/2026 16.18.45 WIB Dicetak Oleh System 1 dari 1



FORM F.07.00 i
U/ OTORITAS
RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH 0’( |f<’°é?fwem

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan : Desember 2025

Keterangan (a/b) ‘

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah 1,39
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah 1,43
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah 1,25
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah 2,21
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi 0,30
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi 4,60

Tanggal Cetak 30/04/2026 16.18.46 WIB Dicetak Oleh System 1 dari 1



FORM F.08.01 I >

OTORITAS
FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS- QK =
PELAKSANAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan . Desember 2025

Tanggal Rapat Jumlah Peserta Topik/ Materi Pembahasan

20-01-2025 5 1.Pembukaan,2.Refleksi Kinerja dan Tutup Buku Tahun 2024,3.Evaluasi Pengawasan
Dewan Komisaris,4.Rekomendasi dan Arah Strategi 20255.Penutup
21-04-2025 1.Pembukaan, 2.Pembahasan Penyusunan Pandangan Dewan Komisaris untuk RUPS Mei
2 2025, 3.Rumusan Pandangan dan Rekomendasi Dewan Komisaris, 4.Persiapan teknis
penyampaian dalam RUPS, 5.Penutup.
21-07-2025 5 1.Pembukaan, 2.Monitoring Implementasi Keputusan RUPS Mei 2025, 3.Pembahasan

Proses Pengisian Direksi yang Kosong, 4. Rekomendasi Dewan Komisaris, 5. Penutup.

Tanggal Cetak 30/04/2026 16.18.47 WIB Dicetak Oleh System 1 dari 1



FORM F.08.02 g N
.Uo. OTORITAS
KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS Oj( |f<'°é?fmcm

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan . Desember 2025

Nama Anggota Dewan Komisaris Frekuensi Kehadiran Tingkat Kehadiran
Telekonfrensi (dalam %)
100,00

DR H ACHMAD PURNOMO 3 0

Tanggal Cetak 30/04/2026 16.18.47 WIB Dicetak Oleh System 1 dari 2



FORM F.08.02
.Uo. OTORITAS
KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS 0’( |f<‘°§?ﬁNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan . Desember 2025

Tanggal Cetak 30/04/2026 16.18.47 WIB Dicetak Oleh System 2 dari 2



FORM F.08.03 ) g N
FREKUENSI RAPAT DPS - PELAKSANAAN RAPAT Oj(

DALAM 1(SATU) TAHUN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Rapat Jumlah Peserta Topik/ Materi Pembahasan

24-02-2025 1. Pemisahan lembaran formulir dan lembaran akad pada form pembukaan rekening, 2.
Terdapat penempatan dana pada bank konvensional, a/: Bank Mandiri,dan Giro di BRI,
5 yang mestinya mendapatkan bunga yang tidak halal, namun tidak ada laporan tentang
pendapatan non halal dan penggunaannya.3.Biaya administrasi belum menggunakan real
cost4.Tidak ada laporan tentang penghimpunan dan penyaluran dana ZIS.

11-03-2025 1.Harus ada sumber dana gard untuk penyaluran pembiayaan gard yang mandiri sebagi
2 akad sosial.2.Sumber dana gard bisa dihimpun melalui akad tabungan wadiah
muqgayyadah
17-06-2025 2 Posisi dan peran DPS pada POJK 25 tahun 2024
20-08-2025 1.Pembahasan akad penghimpunan dan penyaluran dana.2.Akad MMQ an Herry Darman
6 tidak ada obyek yang disewakan.3.Formulir permohonan pemnukaan rekening tabungan
difungsikan sebgai akad, sehingga tidak memenuhi format baku dalam akad.
30-10-2025 1.Ada fatwa baru dari DSN MUI yang bisa diterapkan pada BPRS, yaitu fatwa tentang
2 Syirkatul Milk Mutaganisah.2.Syirkatul Milk Mutaganisah ini dapat menjadi akad alternatif

pengganti akad murabahah yang menggunakan urbun

Tanggal Cetak 30/04/2026 16.18.48 WIB Dicetak Oleh System 1 dari 1



FORM F.08.04 NI & | OTORITAS
KEHADIRAN RAPAT DPS Oj( |f<”é?ﬁNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan . Desember 2025

Nama Anggota DPS Frekuensi Kehadiran Tingkat Kehadiran
Telekonfrensi (dalam %)

Footer 1

Tanggal Cetak 30/04/2026 16.18.48 WIB Dicetak Oleh System 1 dari 1



FORM F.09.00 g N
OTORITAS
JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) Oj( |f<'°é?ﬁwem

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan . Desember 2025

Jumlah Penyimpangan Internal Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh

(Dalam 1 Tahun) Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tldak Tetap
Segglr;lr{:nya Tahun Laporan Tahun Sebelumnya Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya
0 0 0 0

Total Fraud 0 0 0 0

Telah Diselesaikan 0 0 0 0

Dalam Proses Penyelesaian 0 0 0 0 0 0 0 0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0

Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum

Tidak Terdapat penyimpangan internal ditahun 2024 baik dari Direksi, Komisaris dan DPS tetapi terdapat penyimpangan internal dari satu karyawan tidak tetap BPRS Central Syariah Utama dan sudah terselesaikan
dengan mengkonformasi dari keterangan nasabah , bukti slip penyetoran serta dengan keterangan petugas Account officer yang melakukan penyimapangan dan tidak memperpanjang kontrak petugas tersebut

Tanggal Cetak 30/04/2026 16.18.49 WIB Dicetak Oleh System 1 dari 1



FORM F.10.00 NI & | OTORITAS
PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI ( |f<'°é?ﬁnem

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat _
Syariah Central Syariah Utama

Posisi Laporan . Desember 2025

Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap 0 0
Dalam Proses Penyelesaian 0 1
Total 0 1

Tanggal Cetak 30/04/2026 16.18.50 WIB Dicetak Oleh System 1 dari 1



FORM F.11.00 g N
OTORITAS
TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN Oj( |f<'°é?ﬁNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan . Desember 2025

Pihak yang Memiliki Benturan Pengambil Keputusan Jenis Transaksi Nilai Transaksi Keterangan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan di tahun 2025

Tanggal Cetak 30/04/2026 16.18.50 WIB Dicetak Oleh System 1 dari 1



FORM F.12.00 g N
OTORITAS
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN Oj( |f<'°é?ﬁwem

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan . Desember 2025
Tanggal Pelaksanaan
11-03-2025 Masyarakat kurang mampu dan masyarakat
01 Bantuan paket sembako 150 Paket sekitar kantor BPRS Central Syariah Utama 7.200.000,00
dan
14-03-2025 01 Bingkisan 50 Sembako Penyaluran melalui lembaga Amal Sahabat 5.000.000,00
18-03-2025 01 Bantuan paket sembako 50 Paket Penyaluran melalui Solo Bersama Selamanya 6.000.000,00
1 dari 1

Tanggal Cetak 30/04/2026 16.18.51 WIB Dicetak Oleh System



